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PERMENPAN 19 Tahun 2018

Tentang Proses Bisnis, merupakan panduan tekni:

dalam penyusunan proses bisnis berbasis kine

DASAR HUKUM

Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

20 tentang Perubahan Atas
16 tentang Kedudukan, Susunan
i‘da_n: Pengelolaan Keuangan dan



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran negara Rl Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Rl Nomor 123);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Llingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;



SKEMA PROSES BISNIS

s 1R
BAPPEDA &
/APBD g

SUPPLIER INPUT OUTPUT CUSTOMER

PF LAPORAN
| POSES PERTANGGUNG
- BISNIS JAWABAN



SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKAD

PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN
— Pengelolaan Kinerja
Kepatuhan Internal
Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS INTI

Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROSES BISNIS PENDUKUNG

o Peraturan Perundang Undangan
SDM, Tekhnologi Informasi, Organisasi

TUJUAN

STAKEHOLDERS

BUPATI, DPRD, BPK,
KEMENTERIAN, PEMPROV,
SKPD, MASYARAKAT

HASIL/OUTPUT

APBD,DPA, SP2D,
ANGGARAN KAS, SPD,
LAPORAN KEUANGAN DAERAH,
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH,
RKBU

MANFAAT/OUTCOME

WTP



PROSES BISNIS INTI

1. Pengelolaan Keuangan

Proses Penyusunan APBD

Pengelolaan Proses Penatausahaan Belanja
Keuangan

Proses Pelaporan

Pengelolaan
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PROSES BISNIS INTI

2. Pengelolaan Barang Milik daerah

Pengelolaan
Barang
Daerah

i

Kegiatan dan
Tindakan
Terhadap

BMD

Perencanaan Kebutuhan
Pengadaan

Penerimaan, Penyimpanan
dan Penyaluran
Penggunaan
Penatausahaan
Pemanfaatan
Pengamanan dan
Pemeliharaan

Penilaian

Penghapusan
Pemindahtanganan
Pembinaan, pengawasan
dan Pengendalian
Pembiayaan

Pemanfaatan dan

Status Penggunaannya
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PROSES BISNIS PENDUKUNG

/

Proses pendukung
dalam pelaksanaan
operasional di
BPKAD

1N

Peraturan Perundang -
Undangan

Ketersediaan SDM

Teknologi Informasi
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